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TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

.oa.

1

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

BUPATI KARIMUN,

bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi
dalam pengelolaan dan pengembangan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sehingga
Informasi yang dipublikasikan oleh Bagian Hukum
Sekretariat Daerah  Kabupaten Karimun bersifat
lengkap, akurat dan akuntabel;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 82);

4.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 33);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karimun Nomor 3);

6. Peraturan Bupati Karimun Nomor 34 Tahun 2016

tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas
Sekretariat Daerah Type A dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Type B (Berita Daerah
Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 36);

7. Peraturan Bupati Karimun Nomor 50 Tahun 2017

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian
Tugas Sekretariat Daerah Type A dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Type B (Berita Daerah
Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM (IDIH) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karimun.

Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini.

Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud
dalam diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan bagi Tim
Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Kabupaten Karimun.



KEEMPAT : Keputusan ini muiai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk
dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 4  Januari 2019



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 139 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR  (SOP)

PENGELOLAAN

JARINGAN DOKUMENTASI DAN

INFORMASI
LINGKUNGAN

HUKUM  (DIH) DI

PEMERINTAH

KABUPATEN KARIMUN

I. ALUR PENGELOLAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hard File

Menerima
berkas dari
Subbagian
Produk Hukum

1

Produk Hukum
Daerah terdiri :
1. Peraturan Daerah
2. Peraturan Bupati

Soft file

Produk Hukum
Daerah yang
diterima adalah
yang
ditandatangani
oleh Bupati,
paraf koordinasi,
bemomor dan
tercatat dalam
buku register

Produk Hukum
tersebut direkap
dalam file katalog
Peraturan
Daerah dan
Peraturan Bupati

Produk Hukum
daerah dalam
bentuk softfile terdiri
dari :

1. File dalam bentuk
word yang
kemudian diedit
oleh Tim JDIH
dengan format “dto”
dan dikonversikan
dalam bentuk
“PDF"

a. Produk Hukum daerah

didigitalisasi
menggunakan

perangkat Scanner yang

dikonversikan dalam

bentuk format “PDF”
b. Hardfile tersebut

disimpan dalam

komputer dan diupload

ke website

c. Meneliti kesesuaian
softfile produk hukum
daerah yang telah di
upload dengan produk
hukum yang asli

Masyarakat
Pengguna Komputer
Permintaan langsung
pihak lain

Penyimpanan

dengan cara :

1 Menggandakan
Produk Hukum @
(PERDA dan
PERBUP)

2. Disimpan
dalam lemari
sesuai dengan
mapnya
masing-masing



Il. PENGELOLAAN SURAT KEPUTUSAN

Menerima berkas dari

Subbagian
Hukum

Produk

Produk hukum

daerah yang
diterima  adalah
yang telah

ditandatangani
oleh Bupati, paraf

koordinasi dan
telah diberi nomor
dan tercatat
dalam buku
register

Direkap dalam
komputer file
katalog SK

\'%

AUtfFUF&RAFIQ

Disimpan
dalam lemari
sesuai dengan
mapnya
masing-masing



